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Abstract

Srikuncoro Village is one of the strategic villages in Central Bengkulu Regency. It is located close to the capital city of Bengkulu province. Apart from that, this village is also traversed by an alternative route that is directly connected to the national highway. Regarding the potential it has, in 2022, according to the Central Statistics Agency (BPS), when viewed from its status, Srikuncoro Village, Central Bengkulu Regency, is included in the category of Independent Villages that have adequate availability and access to basic services, adequate infrastructure, accessibility/transportation which is not difficult, good public services, and administration of government that is already very good.
As one piece of information, in Srikuncoro Village there is also Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008. What is quite unique about this BMT is that although there are many financial institutions that are more up-to-date, their presence in Srikuncoro Village is still increasing. exist. As one of the proofs is the completion of the construction of a permanent office for this BMT. So based on this phenomenon, it should be suspected that the management of the Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 leads to organizational governance based on the application of the principles of Good Corporate Governance.

It will also be interesting how the principles of Good Corporate Governance are applied by this sharia-based entities. What underlies the principles of Good Corporate Governance can be implemented? Certainly the existence of the Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 in Srikuncoro Village, Central Bengkulu Regency can be a phenomenon that needs to be studied more deeply.
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PENDAHULUAN
Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah adalah salah satu desa yang spesial di Provinsi Bengkulu. Bagaimana tidak, letak geografis yang dekat dengan Ibu Kota Provinsi Bengkulu, menjadikan Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki peran dan fungsi sebagai daerah penyangga. Bahkan untuk prediksi kedepannya peran dan fungsi tersebut akan semakin berkembang menjadikan Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu tengah sebagai daerah alternatif strategis penyeimbang peran Kota Bengkulu.
Realita ini tentunya mendorong Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah untuk semakin berkharakter dan berkualitas. Agar hal demikian dapat dimanifestasikan, Desa Srikuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah harus memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Sebagaimana salah satu potensi dan sumber daya yang dimiliki Desa Sri Kuncoro tersebut adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008. Meskipun entitas ini murni kepemilikan nya diakomodir oleh masyarakat, namun eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 juga membawa nama Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menurut Westriningsih (2016) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah suatu badan usaha ekonomi yang terorganisasi secara demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip- prinsip etika moral dan memperhatikan halal haramnya suatu usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegaiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan (gharar). Selain dari pada itu, Idri (2015) menjelaskan bahwasanya tujuan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
Yang menarik dari keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 di Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah adalah mengenai Durabilitas nya. Spektrum entitas ini tentunya kecil, karena hanya berada di rentang desa. Sedangkan bukan sesuatu yang sulit bagi desa untuk menjadi target ekspansi usaha dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang lebih besar dari segi permodalan dan pembiayaan. Atas dasar hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro mendesain daya durabilitasnya. Tentunya asumsi terdekat yang memungkinkan untuk menjawab hal demikian adalah bersinggungan dengan Good Corporate Governance. Mengingat Good Corporate Governance merupakan rujukan dari entitas bisnis agar bisa mengukur diri nya. 
Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per - 01 /Mbu/2011, menerangkan bahwasanya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011) menjelaskan bahwasanya dari keempat kesatuan SHIFAT (Shiddiq, Fathonah, Amanah, dan Tabligh) Rasulullah SAW dapat diturunkan kedalam Asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).

Menurut Miftah dan Panguik (2019) bahwa prinsip-prinsip yang dianut oleh Good Corporate Governance pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) berasal dari 7 (tujuh) prinsip koperasi yaitu:
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka, yaitu terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat ini harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota, jadi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal, selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pelanggan. Sisa Hasil Usaha (SHU) juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pemberian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit, pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
5. Kemandirian, setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.
6. Pendidikan perkoperasian, pendidikan perkoperasian ini memberikan bekal kemampuan organ koperasi dan anggota, melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasian setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.
7. Kerjasama antar koperasi, adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi di Indonesia. Sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.
Namun dari berbagai macam kajian dan penjelasan terkait Good Corporate Governance tersebut, terdapat fenomena yang lebih penting untuk dikaji. Fenomena tersebut adalah berhubungan dengan apa yang melandasi Good Corporate Governance bisa terimplementasi di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah? pertanyaan ini lah yang lebih penting untuk terjawab.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Fenomenologi. Menurut Hadi Et al (2021) ,Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkahlangkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/ prasangka dan tidak dogmatis. 
Good BMT Governance
Dimensi Good Corporate Governance pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah:

1. Demokrasi, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota nya untuk berkontribusi dalam penentuan keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran di Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Penjaringan aspirasi dilakukan di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan terlebih dahulu pengurus yang memulai penjaringan aspirasi serta sumbang saran dan biasanya langsung ditanggapi oleh para anggota koperasi lainnya. Adapun aspirasi yang rutin biasanya berhubungan dengan mekanisme Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Profit Margin yang akan berlaku di BMT. Selain aspirasi dan saran terdapat juga penerimaan kritik dari anggota kepada pengurus koperasi, contohnya adalah perihal besaran pembiayaan, mengapa jika dibandingkan dengan yang diluar bisa memberikan yang lebih besar sedangkan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah tidak bisa.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah senantiasa memperhatikan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki pengurus maupun pengelola. Tentunya melalui berbagai pelatihan, pendidikan dan pengalaman yang harus  dimiliki para pengurus dan pengelola.
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 4 Orang, Pengurus 3 Orang, dan Karyawan 3 Orang. Teruntuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum tersertifikasi MUI namun dipandang memenuhi dari segi keilmuan fiqh tentang mekanisme bisnis syariah. Selain itu karyawan selalu menjadi fokus utama dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia nya dengan melalui ikut serta di berbagai diklat koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun untuk diklat tersebut, mayoritas masih yang berbasis tidak berbayar dan disesuaikan dengan undangan dari penyelenggara.
Sebagai informasi tambahan, fasilitas penunjang kerja berbasis Informasi dan Teknologi (IT) belum tersedia. Hal ini dikarenakan permodalan yang masih minim untuk mengakomodir hal tersebut. Namun meskipun masih manual, tetapi masih bisa disiasati dengan bantuan Koordinator Pendamping (Pengawas BMT) yang khususnya membantu untuk secara rutin membuat pelaporan keuangan BMT perbulan.
3. Transparansi, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengedepankan keterbukaan dalam memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder dan shareholder. Pelaporan keuangan BMT dilakukan secara rutin setiap bulan kepada Pengawas BMT, Dinas Koperasi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Provinsi Bengkulu. Selain itu, disetiap Rapat Anggota Tahunan selalu disampaikan Laporan Keuangan kepada seluruh  Anggota.
4. Accountability, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengedepankan fungsi-fungsi pertanggungjawaban atas berbagai macam sumber daya yang telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Adapun bukti pertanggungjawaban tersebut adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan yang dilakukan secara transparan.
5. Responsibility, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah senantiasa melakukan pengelolaan entitas yang sehat dan berkesesuaian dengan berbagai macam aturan yang berlaku. Contohny adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan standar simpanan dan margin dari Dinas Koperasi yang menjadi acuan bagi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Independency, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah terbebas dari berbagai macam pengaruh dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhi profesionalisme dan performance dari entitas ini. Pihak Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah sudah beberapa kali menolak penyertaan modal dan bantuan yang terdapat maksud lain dibalik bantuan tersebut yang  dapat mempengaruhi profesionalisme organisasi nya.
7. Fairness, untuk dimensi ini menegaskan bahwasanya Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengedepankan aspek-aspek kesetaraan dan keadilan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama para anggota. Contohnya adalah dalam memberikan pembiayaan tidak melihat latar belakang sumbangsih anggota namun benar benar melihat kemampuan modal koperasi dan kharakter dari nasabah yang membutuhkan.

Hubungan Antara Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 dan Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah
Diawali dari Survei Desa Kurang Mampu oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dilatar belakangi dengan kepercayaan dari Dinas Koperasi atas kharakter dan budaya masyarakat Desa Sri Kuncoro, maka pada tahun 2005 didirikan lah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 dengan Modal Awal dan Modal Penyertaan sebesar Rp.225.000.000 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian di tambahkan Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) sebesar Rp. 10.000.000 dari para pendiri. Hingga Tahun 2023 Modal Inti yang dimiliki Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro sudah  hampir mencapai Rp.1.000.000.000. Perkembangan modal inti mengalami naik turun pada tahun 2012 & 2015 dikarenakan harga komoditi pertanian menurun. Mengingat mayoritas anggota Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan petani.
Diakui jika perkembangan Modal Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro terkategori lambat, namun entitas ini memiliki durabilitas yang bagus untuk pengelolaan organisasinya. Hal ini dikarenakan adanya peran kearifan lokal  Masyarakat Desa Sri kuncoro yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan moralitas. Contohnya adalah pada saat penagihan tunggakan pembiayaan, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro akan lebih menggunakan pendekatan kekeluargaan dan cara-cara yang tidak represif. Sehingga melalui pendekatan tersebut dapat berdampak pada timbulnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan tata kelola organisasi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro. 

Selain itu hubungan antara Pemerintah Desa Sri Kuncoro dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 terkategori baik. Bahkan Pemerintah Desa sudah mewacanakan untuk memberikan bantuan Penyertaan Modal tetapi masih belum memungkinkan dikarenakan kebutuhan Pembangunan Desa yang masih banyak. Namun sebagai bentuk simbiosis mutualisme, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 juga rutin memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Pemerintah Desa sebagai wujud sumbangsih untuk Pembangunan Desa.

KESIMPULAN
Dimensi Good Corporate Governance pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro Kabupaten Bengkulu Tengah sudah berkesesuaian dengan esensinya. Penerapan Dimensi Good Corporate Governance juga dapat terwujud dikarenakan adanya peran dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Sri Kuncoro. Sehingga dengan adanya kombinasi antara Penerapan Dimensi Good Corporate Governance dengan nilai nilai karifan lokal dari masyarakat desa tersebut, maka Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera 008 Desa Sri Kuncoro memiliki daya durabilitas untuk senantiasa menjadi pilihan anggota dan masyarakat  terkait pemenuhan kebutuhan nya.
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